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ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS SISTEM CASH FORECASTING
ANGGARAN APBN PADA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Poppy Indriani, Verawati, Yusnan PJ Kunang
Fakultas Ekonomi Universitas Binadarma Palembang

ABSTRACT
The research was conducted ai the Regional Office of Directorate General of
Treasury,South Sumatra Province, which is one government agency that serves as the
central management and control of the central government budget in South Sumatra.
Management of cash I ngovernment agencies is necessary to ensure that the duties and
functions of the agency improviding services to people executed properly and smoothly.
Good cash forecasting will allow the central government to determine the policy to be
implemented to control the cash budget. With the cash forecasting, the Treasurer of the
State to ensure the country has enough cash to meet the payment obligations of the state in
the implementation of the state budget,as well as the cash that can beutilized to the
maximum so as to provide optimal results. One of the important objectives of the planning
application cash (cash forecasting) is to make sure the state has enough cash to settle all
obligations due.Can be highlighted from the above statement, the cash forecasting is a the
element of macro economic and budget management.
Keywords: CashForecasting,Budget,Budget.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama
pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sckaligus alat pemerintah untuk
mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah dalam mengendalikan
perokonomian yang efektif dan efisien, tentu saja anggaran tersebut harus dikelola dengan
perencanaan yang sangat baik.

Perencanaan kas (cash forecasting) pemerintah dapat didefinisikan sebagai
kegiatan memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas pada waktu tertentu untuk
mengetahni kemungkinan terjadinya cash mitmatch sehingga dengan demikian dapat
dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai untuk mengatasinya. Perencanaan kas (cash
forecasting) dimaksud adalah perencanaan terhadap perubahan yang akan terjadi dimasa
yang akan datang atas rekening Menteri Keuangan di Bank Sentral (penerimaan dan
pengeluaran), bersamaan dengan pemantauan perubahan hal lainnya yang aktual yang
mendekati kenyataan. Perencanaan kas merupakan kegiatan yang terus menerus
(continuous) mulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan data untuk membuat
forecasting hingga pelaporan.

Perencanaan kas (cash forecasting) yang buruk tidak saja menyebabkan
pemborosan namun juga menghambat pertumbuhan pasar keuangan suatu negara dan dapat
mengurangi efektifitas dari kebijakan moneter. Perencanaan kas merupakan suatu
perencanaan yang relatif sederhana, mudah untuk dimengerti tetapi sulit untuk di

1

implementasikan dengan baik, terlebih lagi untuk membuat perencanaan yang akurat yang
biasa dipergunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh manajemen. Dimulai
dari lingkup Kementerian Keuangan untuk memberikan contoh penerapan perencanaan kas
melalui sistem cash forecasting yang diterapkan dalam Aplikasi Forecasting Satker (AFS)
yang diintegrasikan dengan Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

(RKA-KL).

178



PROFITA VOLUME.5.NO.3. DESEMBER 2013

Dalam perencanaan kas anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sistem
pemerintahan dilakukan dalam 1(satu) periode tahun anggaran. Hal ini diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 192/PMK.05/2009 pasal 6 terkandung tugas
Menteri/Pimpinan Lembaga seiaku Chief Operational Officer (CO0) untuk membuzt
jadwal pelaksanaan kegiatan dalam 1(satu) tahun anggaran disertai rencana penarikan danz
atas kegiatan . Rencana penarikan dana dimaksud disusun oleh Kuasa Pengguna Anggar
(KPA) yang terdiri atas rencana bulanan, mingguan dan harian untuk disampaikan ket
Kuasa Bendahara Umum Negara selaku Chief Financial Officer (CFO) untuk menyust
perencanaan kas.
Ditinjau dari aspek penyerapan anggara, perencanaan kas merupakan suatu bagi
penting dalam upaya percepatan penyerapan anggaran, karena dengan adanya perencan
kas yang baik akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan pemerint
sehingga dapat mencegah kemungkinan terhambatilya suaiu kegiatan “karena ¢
tersedianya pagu anggaran. Selain itu diharapkan juga dengan perencanaan kas yang b
dapat memanfaatkan kas yang menganggur semaksimal mungkin, pencegahan terjadiny,
penyimpangan penggunaan uang negara dan pencarian sumber pembiayaan yang palin
efisien untuk menutupi kekurangan kas. Perencanaan kas juga berfungsi sebagz g
pertanggungjawaban atas uang publik yang dikelola oleh pemerintah, hal tersebut sejal
engan iy drmenakandalam.! Indang:undang Nomor i tahun 2004. ;
ah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Peraturan Pemerint
Negara/Daerah. Pada pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN

atau Kuasa BUN Pusat bertanggungjawab untuk membuat perencarnaaii kas dan
menetapkan saldo kas minimal. Pasal 32 ayat (4) dinyatakan bahwa dalam rangka

penyusunan perencanaan kas, Kementerian Negara/Lembaga dan pihak-pihak lain yang
terkait dengan penerimaan dan pengeluaran APBN wajib menyampaikan proyeksi
penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa

Bendahara Umum Negara.
s dapat disimpulkan bahwa perencanaan Kas (cashi -

Dari peraturan-peraturan diata
nting dalam manajemen/pengelolaan kas, dengan

forecasting) merupakan bagian yang pe
adanya perencanaan kas APBN diharapkan kebutuhan kas untuk entitas dapat diramalkan

dan dapat tercukupi, menjamin likuiditas dan solvabilitas dan kemungkinaii

dimanfaatkannya kas untuk investasi yang berbasis kinerja. Perencanaan kas (cash

forecasting) yang baik akan memudahkan pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan

yang akan dilaksanakan terhadap pengendalian kas APBN.
nsi pemerintah) yang tidak mengutamakan

Dalam sebuah entitas public (insta

keuntungan namun mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, kas merupakan suatu hal
yang sangat penting. entitas public diharapkan memiliki kas dalam jumlah yang cukup
tersedia untuk berbagai kebutuhan instansi tersebut. Pengelolaan terhadap kas dalam
instansi pemerintah perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tugas pokok dan fungsi
lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan

baik dan lancar.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengertian Cash Forecasting Pemerintah
Perencanaan kas sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber da
keuangan pemerintah yang terbatas, sehingga pemanfaatan keuangan negara dapal
dilaksanakan secara efisien dan dapat memberikan nilai tambah. Dengan adanyz
perencanaan kas, maka Bendaharawan Umum Negara dapat memastikan negara memilik
kas yang cukup untuk memenuhi pembayaran kewajiban negara dalam rangka pelaksanaan
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